WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR, -
Menimbang . a. bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf g
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka perlu
didukung dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Dalam Bentuk Pembérdayaan Dan Kesejahteraan
Keluarga,;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor
99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga, maka Penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga dilakukan melalui Gerakan Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga;




Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 19350
(Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik




Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);




10.

B 7

12.

13,

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah .dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2078 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206),

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6354);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 226);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang




16.

17.

18.

19.

20.

21

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Blitar
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);




22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

23.

24,

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2020 Nomor 4);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah
dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota
Blitar.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah.




10.

1L,

12:

13

14.

15.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah
dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, dan Kecamatan
dalam Peraturan ini adalah Kecamatan di wilayah Kota Blitar.

Camat adalah Camat di wilayah Kota Blitar.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan.

Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Blitar .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut
serta dalam = perencanaan, pelaksanaan dan = pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan
dan dapat didukung dengan pendanaan melalui anggaran daerah
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat
PKK adalah salah satu bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraaan Keluarga,
selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam
pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang
pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya
keluarga yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri,
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan
lingkungan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyaxakat yang terdiri dari suami
dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan
anaknya.

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental

spiritual dan fisik material yang layak, bertagwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, memiliki hubiingan yang serasi, selaras dan seimbang
antara anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan

lingkungan.




16. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya
kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material,
sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai
manusia yang bermanfaat.

17. Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga.

18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendalian dan  penggerak pada  masing-masing tingkat
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan
mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga
kemasyarakatan lainnya.

19. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada dibawah Tim
Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan
kewilayahan, Dasa Wisma terdiri: dari 10-20 rumah tangga atau sesuai
dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan
keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai

kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Pasal 2
Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
Pemberdayaan masyarakat yang bermuara pada upaya memandirikan

masyarakat melalui Gerakan PKK

Pasal 3
Peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju
terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,

kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukun dan lingkungan.




Pasal 4

Sasaran Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK adalah keluarga di

wilayah Kota Blitar yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan
mental spiritual dan fisik material.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MELALUI GERAKAN PKK

Pasal 5

Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan

masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan

PKK

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui

Gerakan PKK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan 10 (sepuluh)
Program Pokok Gerakan PKK.
(2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a.

o

L

1

=2 R N Y SN

penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
gotong Royong;

pangan;

sandang;

perumahan dan tata laksana rumah tangga;
pendidikan dan ketrampilan;

kesehatan;

pengembangan kehidupan berkoperasi;
kelestarian lingkungan hidup; dan

perencanaan sehat.

(3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas

kebutuhan masyarakat.




(1)

(3)
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BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
TP PKK di Kota

Pasal 7

Walikota dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui

Gerakah PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk TP PKK

di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan

Susunan keanggotaan TP PKK tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri dari :

a. Ketua : Istri Walikota

b. Wakil Ketua I : Istri Wakil Walikota

c. Wakil ketua II : Istri Sekretaris Daerah

d. Sekretaris : personil laki-laki atau perempuan bersifat sukarela
yang mampu dan peduli terhadap upaya Bendahara,
anggota kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili
suatu organisasi, lembaga, dan partai politik

e. Anggota : TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan

Susunan Keanggotaan TP PKK Kecamatan ditetapkan oleh Camat atas

nama Walikota |

Susunan Keanggotaan TP PKK Kelurahan ditetapkan oleh Camat atas

nama Walikota.

Pasal 8
Apabila Walikota, Camat dan Lurah seorang perempuan atau tidak
mempunyai istri, Ketua TPP PKK ditunjuk oleh pejabat yang
bersangkutan.
Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai
berikut:
a. TP PKK Kota mengutamakan Istri Wakil Walikota sebagai Ketua;

b. TP PKK Kecamatan mengutamakan Istri Sekretaris Camat sebagai
Ketua,

c. TP PKK Kelurahan mengutamakan Istri Sekretaris Kelurahan

sebagai Ketua.
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Pasal 9
(1) Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui gerakan
PKK membentuk kelompok PKK ditingkat lingkungan/Rukun Warga,
Rukun Tetangga dan kelompok Dasa Wisma.
(2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 10
TP PKK Kota, TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan dan kelompok-
kelompok PKK bertanggungjawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11
Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui
Gerakan PKK, TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial
dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, dunia
usaha dan lembaga lainnya sesuai kewenangan daerah dalam

pemberdayaan masyarakat.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

(1) TP PKK Kelurahan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK
kepada Lurah selaku pembina TP PKK Kelurahan dan kepada Walikota
melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.

(2) TP PKK Kecamatan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK
kepada Camat selaku pembina TP PKK Kecamatan dan Walikota selaku
pembina TP PKK tingkat Kota serta kepada TP PKK tingkat Kota.

(3) TP PKK Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada
Walikota selaku pembina TP PKK tingkat Kota dan kepada TP PKK

Provinsi.
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Pasal 13
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14
Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain bersumber

pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15
Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan,

terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK.

Pasal 16
TP PKK tingkat Kota melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK yang dilakukan TP PKK

Kecamatan dan Kelurahan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Dengan diundangkannya peraturan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan
oleh TP PKK, baik ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan
tetap berlaku dan terhitung mulai tahun 2022 wajib menyesuaikan dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Blitar.

Ditetapkan di . Blitar
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

WALIKOTA BLITAR
ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.

Hermansyah Permadi

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

o

AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008
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